PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN

BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002
tentang Karantina lkan dan adanya perubahan
organisasi karantina ikan, perlu meninjau kembali
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.28/MEN/2008 tentang Jenis, Tata Cara
Penerbitan, dan Format Dokumen Tindakan Karantina
Ikan;

bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Jenis, Penerbitan,
dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina lkan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4197);

4. Peraturan...
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Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 142);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 61/P Tahun 2012;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina lkan
oleh Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O5/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina lkan
untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan
Penyakit Ikan Karantina;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina lkan
dalam Hal Transit;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O9/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan
Media Pembawa Berupa lkan Hidup sebagai Barang
Bawaan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina lkan
Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit
Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area
ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan
Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

14. Peraturan...
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14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Karantina lkan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN
TINDAKAN KARANTINA IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Hama dan Penyakit lkan, yang selanjutnya disingkat HPIl adalah semua
organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau
menyebabkan kematian ikan.

Hama dan Penyakit lkan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK
adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan Pemerintah untuk
dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.

Media Pembawa Hama dan Penyakit lkan Karantina yang selanjutnya
disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat
membawa HPIK.

Petugas Karantina lkan adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Karantina lkan yang selanjutnya disebut tindakan karantina
adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya
HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari
dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sertifikat Kesehatan Ilkan dan Produk Perikanan adalah dokumen untuk
pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di
dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan.

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik adalah
dokumen untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain
di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular HPIK.

8. Sertifikat ...
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Sertifikat Pelepasan adalah dokumen yang menyatakan bahwa media
pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK sehingga dapat
dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu
area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan adalah dokumen
yang menyatakan bahwa media pembawa yang berupa ikan atau produk
perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebaskan ke area
lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas
yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan
karantina.

Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut,
pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos,
pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap
perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau
mengeluarkan media pembawa HPI.

Transit Media Pembawa adalah singgah sementara alat angkut media
pembawa di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau di suatu area
di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebelum media pembawa
tersebut sampai di negara atau area tujuan.

Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah
unit pelaksana teknis Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
Hasil Perikanan.

BAB 11
JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

Pasal 2

Jenis dokumen tindakan karantina terdiri atas:

a. Sertifikat Kesehatan lkan dan Produk Perikanan (Health Certificate for
Fish and Fish Products);

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik;

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan;

Surat Persetujuan Muat;

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina lkan terhadap
Media Pembawa di Atas Alat Angkut;

Surat Persetujuan Bongkar;

PaooT

—h

g. Surat ...
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g. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat
Pemasukan;
h. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina lkan;
Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina
Ikan;
Surat Penahanan Sementara,;
Surat Penolakan;
Sertifikat Pelepasan;
. Surat Pemusnahan;
Berita Acara Pemusnahan;
Surat Keterangan Transit;
Surat Keterangan Benda Lain; dan
Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina lkan Terhadap Alat Angkut.

aDe33TRT

Dokumen tindakan karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Petugas Karantina lkan.

BAB Il
PENERBITAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

Pasal 3

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish
and Fish Products) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
diterbitkan untuk media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah
Negara Republik Indonesia.

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish
and Fish Products) diterbitkan apabila:

a. media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan, tidak tertular HPIK
dan/atau HPI yang disyaratkan oleh negara tujuan;

b. media pembawa diduga tertular HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan
oleh negara tujuan yang untuk mendeteksinya memerlukan waktu yang
lama dan setelah dilakukan pengasingan dan pengamatan, media
pembawa tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan oleh
negara tujuan; atau

c. media pembawa tertular HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan negara
tujuan selain HPIK golongan |, dan setelah diberikan perlakuan, media
pembawa dapat disembuhkan atau disucihamakan.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diterbitkan untuk media
pembawa yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area yang tidak bebas
ke area lain yang bebas dari HPIK di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Sertifikat Kesehatan lkan dan Produk Perikanan Domestik diterbitkan
apabila:

a. media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan, media pembawa tidak
tertular HPIK;

b. media pembawa diduga tertular HPIK yang untuk mendeteksinya
memerlukan waktu yang lama dan setelah dilakukan pengasingan dan
pengamatan, media pembawa tidak tertular HPIK; atau

c. media pembawa yang tertular HPIK golongan Il dan setelah diberikan
perlakuan, media pembawa dapat disembuhkan atau disucihamakan.

Pasal 5

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diterbitkan untuk media
pembawa yang akan dibawa atau dikirim dari:

a. suatu area yang bebas dari HPIK ke area lain yang bebas dari HPIK di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

b. suatu area yang bebas dari HPIK ke area lain yang tidak bebas dari
HPIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau

c. suatu area yang tidak bebas dari HPIK ke area lain yang tidak bebas
dari HPIK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila:

a. media pembawa:

1) merupakan inang definitif atau inang antara/carrier HPIK yang
sudah tersebar di area tujuan; atau

2) bukan merupakan inang definitif atau inang antara/carrier HPIK;

b. media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan benar;
dan

c. media pembawa bukan merupakan media pembawa yang dilarang
untuk dilalulintaskan.

Pasal 6 ...
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Pasal 6

Surat Persetujuan Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf d diterbitkan untuk pengiriman media pembawa ke luar wilayah
Negara Republik Indonesia.

Surat Persetujuan Muat diterbitkan apabila:

a. media pembawa telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Untuk
Konsumsi Manusia,;

b. media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan
benar;

c. media pembawa bukan merupakan media pembawa yang dilarang
pengeluarannya; dan

d. media pembawa dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 7

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina lkan terhadap
Media Pembawa di atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf e diterbitkan untuk alat angkut yang hanya memuat media
pembawa.

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina lkan terhadap
Media Pembawa di atas Alat Angkut diterbitkan apabila:

a. media pembawa di atas alat angkut diketahui tertular atau diduga
tertular HPIK;

b. alat angkut yang membawa media pembawa transit di negara atau
area yang sedang terjadi wabah penyakit ikan; atau

c. alat angkut yang membawa media pembawa melewati negara atau area
yang sedang terjadi wabah penyakit ikan.

Pasal 8

Surat Persetujuan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf f diterbitkan untuk media pembawa yang disetujui untuk dibongkar
dari atas alat angkut yang hanya memuat media pembawa.

Surat Persetujuan Bongkar diterbitkan apabila:

a. media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan
benar;

b. media pembawa telah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut dan
tidak tertular HPIK;

c. media ...



c. media pembawa bukan merupakan media pembawa yang dilarang;
dan

d. media pembawa tidak rusak atau busuk.

(3) Surat Persetujuan Bongkar dapat juga diterbitkan apabila media pembawa
tidak rusak atau busuk, telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan
benar, namun HPIK tidak dapat dideteksi di atas alat angkut.

Pasal 9

Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diterbitkan apabila:

a. media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari negara asal
dan dokumen lain yang disyaratkan, yang sah dan benar, dan bukan
merupakan media pembawa yang dilarang, namun memerlukan tindakan
karantina lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan;

b. media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah dilengkapi dengan
Sertifikat Kesehatan lkan dan Produk Perikanan Domestik dan dokumen
lain yang disyaratkan, yang sah dan benar, bukan merupakan media
pembawa yang dilarang, serta memerlukan tindakan karantina lebih lanjut
yang tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan; atau

c. media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di
dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah dilengkapi dengan Surat
Keterangan Lalu Lintas lkan, dokumen lain yang disyaratkan, sah dan
benar, dan bukan merupakan media pembawa yang dilarang, serta tidak
memerlukan tindakan karantina lebih lanjut di luar tempat pemasukan.

Pasal 10

Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina lkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterbitkan apabila media pembawa telah
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat
Pemasukan dan memerlukan tindakan karantina lebih lanjut di instalasi
karantina ikan.

Pasal 11

(1) Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina lkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diterbitkan untuk
media pembawa nonhidup.

(2) Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina lkan
diterbitkan apabila:

a. media ...
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a. media pembawa telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran
Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, namun memerlukan tindakan
karantina lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di pintu pemasukan;
dan

b. instalasi karantina ikan yang tersedia tidak mampu menampung media
pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina.

Pasal 12

Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf j diterbitkan apabila:

a. dokumen media pembawa dinyatakan tidak lengkap;
b. media pembawa tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya; dan/atau
c. media pembawa merupakan media pembawa yang:

1) dilarang pemasukan atau pengeluarannya; atau

2) diatur/dibatasi pemasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan
lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k

diterbitkan apabila:

a. media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut,
tertular HPIK Golongan |, busuk, rusak, dan/atau merupakan jenis-jenis
yang dilarang pemasukannya;

b. media pembawa setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat
disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II;

c. media pembawa tidak dimasukkan, dikeluarkan, dibawa, atau dikirim
melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;

d. media pembawa tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk keperluan tindakan karantina;

e. dokumen media pembawa dinyatakan tidak benar dan/atau tidak sah;

f. media pembawa setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan
yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat
dipenuhi; dan/atau

g. media pembawa dilarang pengeluarannya.

Pasal 14

Sertifikat Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf |
diterbitkan apabila:

a. media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan, tidak tertular HPIK;

b. media ...
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media pembawa diduga tertular HPIK yang untuk mendeteksinya
memerlukan waktu yang lama dan setelah dilakukan pengasingan dan
pengamatan, media pembawa tidak tertular dari HPIK; atau

media pembawa yang tertular HPIK golongan Il dan setelah diberikan
perlakuan, media pembawa dapat disembuhkan atau disucihamakan.

Pasal 15

Surat Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
m diterbitkan untuk:

a. media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam dan dibawa atau
dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia; atau

b. media pembawa yang transit di wilayah Negara Republik Indonesia.

Surat Pemusnahan untuk media pembawa yang akan dimasukkan ke
dalam dan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diterbitkan apabila:

a. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa yang telah
diturunkan dari atas alat angkut, ditemukan atau tertular HPIK
Golongan I, busuk, rusak, dan/atau merupakan media pembawa yang
dilarang pemasukannya;

b. media pembawa setelah dilakukan tindakan pengasingan dan
pengamatan, ditemukan atau tertular HPIK Golongan I;

c. media pembawa setelah diberikan perlakuan, tidak dapat
disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II;

d. media pembawa dilakukan penolakan, dan dalam jangka waktu yang
ditentukan, tidak dikirim kembali ke negara asal/area asal; dan/atau

e. media pembawa dilakukan penahanan, dan dalam jangka waktu yang
ditentukan media pembawa tidak diurus atau tidak diketahui
pemiliknya, busuk, dan/atau rusak.

Surat Pemusnahan untuk media pembawa yang transit di wilayah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diterbitkan apabila:

a. media pembawa setelah diperintahkan untuk meninggalkan wilayah
transit dan dalam waktu yang ditentukan, alat angkut belum
meninggalkan wilayah transit;

b. media pembawa setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan,
tertular HPIK Golongan I, busuk, dan/atau rusak;

c. media ...
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media pembawa setelah dilakukan pembongkaran dan diberi
perlakuan, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK
Golongan IlI; dan/atau

media pembawa setelah dilakukan pembongkaran, tidak diurus atau

tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 16

Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
n diterbitkan terhadap media pembawa yang telah dilakukan pemusnahan.

Pasal 17

(1) Surat Keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf o diterbitkan untuk media pembawa yang disetujui untuk diangkut
lanjut/diangkut terus ke negara/Zarea tujuan.

(2) Surat Keterangan Transit diterbitkan apabila:

a.

alat angkut melakukan transit di tempat pemasukan/tempat
pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak
dilakukan pembongkaran terhadap media pembawa,;

alat angkut melakukan transit di tempat pemasukan/tempat
pengeluaran di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan
dilakukan pembongkaran terhadap media pembawa dibawah
pengawasan Petugas Karantina Ikan; atau

alat angkut merapat atau mendarat di luar tempat-tempat yang
ditetapkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran karena
keadaan darurat.

Pasal 18

(1) Surat Keterangan Benda Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf p diterbitkan untuk:

a.

b.

media pembawa yang merupakan kategori benda lain yang akan
dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

media pembawa yang merupakan kategori benda lain yang akan
dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia; atau

media pembawa yang merupakan kategori benda lain yang akan
dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan
dipersyaratkan oleh negara tujuan.

(2) Surat ...
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Surat Keterangan Benda Lain untuk media pembawa yang merupakan
kategori benda lain yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterbitkan apabila:

a. media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan
benar; dan

b. bukan merupakan media pembawa yang dilarang pemasukannya.

Surat Keterangan Benda Lain untuk media pembawa yang merupakan
kategori benda lain yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area
lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diterbitkan apabila:

a. jenis, jumlah, dan ukuran media pembawa telah sesuai dengan yang
dilaporkan; atau

b. bukan merupakan media pembawa yang dilarang pengeluarannya.

Pasal 19

Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina lkan terhadap Alat Angkut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q diterbitkan
terhadap alat angkut yang hanya memuat media pembawa.

Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina lkan terhadap Alat Angkut
diterbitkan apabila:

a. alat angkut diketahui atau diduga membawa HPIK;

b. alat angkut transit di negara atau area yang sedang terjadi wabah
penyakit ikan; dan/atau

c. alat angkut melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah
penyakit ikan.

BAB IV
BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN
Pasal 20

Bentuk dokumen tindakan karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang

terdiri atas:

a. Lampiran | : Sertifikat Kesehatan lkan dan Produk Perikanan Ekspor
(Health Certificate For Fish And Fish Products);

b. Lampiran Il : Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik;

c. Lampiran ...
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Lampiran Ill : Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan;
Lampiran IV : Surat Persetujuan Muat;

e. LampiranV :Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina
Ikan terhadap Media Pembawa di atas Alat Angkut;

Lampiran VI : Surat Persetujuan Bongkar;

g. Lampiran VIl :Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari
Tempat Pemasukan;

h. Lampiran VIII : Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina lkan;

i. Lampiran IX :Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara
Karantina lkan;

o o

J. Lampiran X :Surat Penahanan Sementara;

k. Lampiran Xl : Surat Penolakan;

I. Lampiran XII : Sertifikat Pelepasan;

m. Lampiran XIII : Surat Pemusnahan;

n. Lampiran X1V : Berita Acara Pemusnahan;

0. Lampiran XV : Surat Keterangan Transit;

p. Lampiran XVI : Surat Keterangan Benda Lain; dan

g. Lampiran XVII: Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina lkan Terhadap

Alat Angkut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bentuk dokumen tindakan karantina untuk pengeluaran media pembawa dari
dalam wilayah Negara Republik Indonesia mengikuti ketentuan Peraturan
Menteri ini, kecuali ditentukan lain oleh negara tujuan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Media pembawa yang sudah dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas
Karantina atau sedang dikenakan tindakan karantina, diproses berdasarkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008 tentang
Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina
Ikan.

BAB VII ...
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BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2008
tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan
Karantina lkan; dan

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008
tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat
Kesehatan di Bidang Karantina lkan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang terkait dengan kewenangan
penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat kesehatan di bidang
karantina ikan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 148



LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES _
FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY Serial Code

Ki-D1 00000

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS

Number: ...
I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product:

NO FISH/FISH PRODUCTS?) QUANTITY

Latin Name Common Name (hds/pcs/kg/gr/L/mL)

Total: cevveeeew hds pcs ] aeeeeens kg [ e o] SR [N PO L [l mL
Name and Address of the Exporter e et et ee e ee e ee e ee e e e e ee et e n e e
NE=Ta g ToN= T o Y (o [ =TI S o) i o g 1= T @0 o 1] T oY
Country of Destination e ettt e ee e ee e ee e ee e e e e ee e en e
Identification Of MEANS Of TraNS POt 1 ottt e et et e et e e et e e e e eet n e e e een e neeeeneans
Date of Exportation e ettt e ee e ee e ee e ee e e e e ee e en e

|:| Wild Stocks |:|Cultured Stocks

1l. SANITARY DECLARATION

I, the undersigned, certify that the |:|fish Dfishlarvae |:|fish products |:|ova |:| fertilized eggs in the
present consignment have been inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the
time of inspection :

- to be free from the fOllOWING diSEASE ' ... .iiiii i e et e e e e e e e e eae s
- 10 show No clinical SIgNS Of AISEASE & oottt e e e e e et e e e e e e e aaaean
The consignment is therefore considered to conform with the fish health, quality, and safety requirements of the
importing country.
11l. ADDITIONAL INFORMATION

Issued at ...........ccoceeennes ON e e e
Stamp Name and Address of Fish Quarantine and Inspection
Agency Office:

SIgNAtUIE: ..o e e

Important note:
*) Appendix, when required.



Appendix
Health Certificate for Fish and Fish Product

DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT
Name and Quantity of the Product:

FISH/FISH PRODUCTS QUANTITY
No Latin Name Common Name hds/pcs/kg/gr/1/ml
vveeeehds [ [T I kg || e re | | I O ml
Total: P g g
Issued at ...................n. ON oo,
Stamp Name and Address of Fish Quarantine and

Inspection Agency Office:

SIgNAature: ....oovviiee i e




INETag TN TaTo IVaYe [o [ doTISi0) i £ TN @] o 1) [0 i [T

Issued at .............oc..een. ON ceeviiiieieinns
Stamp Name and Address of Fish Quarantine and
Inspection Agency Office:

SIgNAature: ......ooviie i e

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO




LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

A\
g’% )‘\?e DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
e Nomor Seri

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN DOMESTIK

%
Ko

S

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, dan dalam
rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No _JENIS MEDIA PEMBAWAY*) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)

Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ... (o] S | | I I I ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim L e e e e e e e e

3. Nama dan alamat penerima/tujuan L e e e e e e e e

4. Area tujuan L e e e e e e e e

5. Pelabuhan tujuan L e e e e e e e e

6. Tanggal pengiriman L e e e e e e e e

7. Tanggal pelaksanaan tindakan karantina e e e e e e e e aaaas

8. Alat angkut L e e e e e e e e

9. Persyaratan lain L e e e e e e e e

10.Tujuan pengiriman L e e e e e e e e

11.Hasil pemeriksaan : I:I Klinis I:I Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan
2= L= 1 1 o T sehingga dapat

dilalulintaskan ke area tujuan.

Petugas Karantina,

Stempel
_Salinan sesuai dengan aslinya
‘ala Biro Hukum dan Organisasi,
Lﬂb { MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
'U REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3\ >) )z BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
q’*mwow‘f DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Nomor Seri

KI-D3 00000

SERTIFIKAT KETERANGAN LALU LINTAS IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, dan dalam
rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau
pembatasan antar area, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

JENIS IKAN/PRODUK PERIKANAN¥) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)

No

Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ...... [o | S 1 I | I I ml

Nama dan alamat pemiliK/Pengirim & ... e e e e e eanees
Nama dan alamat penerimaZtUjUan & .....c.oiiiiiiiiee e et e e e e e e e ara e e eaaeeanens
Area tujuan L e e e e e e e e
Pelabuhan tujuan L e e e e e e e e
Tanggal pengiriman L e e e e e e e e
Tujuan Pengiriman L e e e e e e e

Tanggal Pemeriksaan L e e e e e e e e

© e NG s DN

Persyaratan lain L e e e e e e e e
10.Alat Angkut :
11.Asal Media Pembawa : I:I Budidaya I:I Alam

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat

dilalulintaskan ke area tujuan.

Petugas Karantina,
Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu. ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 ;)) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
%%WN«« DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Nomor Seri

Ki-D4 00000

%
)“Wm

SURAT PERSETUJUAN MUAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, maka
terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

JENIS MEDIA PEMBAWA¥*) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)

No

Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ...... [o | S 1 I | I ml

Nama dan alamat pengirim T e e e e e e e
Nama dan alamat penerima T e e e e e e
Identitas/Kode alat angkut T e e e e e s
Area asal PP UPPPN
Negara tujuan T e e e e e s
Tempat keberangkatan T e e e e e e e
Jumlah dan nomor kemasan/kontainer**) L e e e e e e

© ® N Ok~ ODN

Tanggal pemuatan/pengapalan L e e e e e e
10.Jenis/nama dokumen persyaratan T e e e e e e e
11.Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen®*) T e e e e e e e e

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap, sah, dan benar, sehingga setuju
untuk dilakukan pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan®*):

Petugas Karantina,
Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
?) L BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
) A

gﬁ% < DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
e Nomor Seri

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA IKAN
TERHADAP MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT

NOMOF: ... e e
Kepada Yth.
SAr e (AGEN v )
di
Berdasarkan 1aporan .......ccccoooeceiiiee e e e NOMOr e e tanggal

...................................... bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa yang tersebut di bawah ini akan dilakukan
tindakan karantina ikan di atas alat angkut:

. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

No

Total: | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ... o [l ... | I ml

II. KETERANGAN TENTANG ALAT ANGKUT

1. Jenis Alat Angkut e e e e e
2. Nama Alat Angkut e e e e e e
3. Nomor Pelayaran/Penerbangan e e e e e e
4. Bendera/Kebangsaan e e e e e e
5. Waktu Kedatangan e e e e e e
6. Lokasi Alat Angkut e e e e e
7. Agen Alat Angkut e e e e e
8. Tempat Penyimpanan Media Pembawa ...
9. Pemilik Media Pembawa PP

Ill. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA

Petugas Karantina,
Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Catatan: REPUBLIK INDONESIA,
*) Coret yang tidak perlu.
**)Lampiran, apabila diperlukan

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 5) )z BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
q’*’mmmw‘f DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Nomor Seri

SURAT PERSETUJUAN BONGKAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, serta untuk
mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)

No

Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ... [o] SR | I | I I I ml

Nama/alamat pengirim L e e e e e
Nama/alamat penerima L e e e e e
Identitas alat angkut L e e e e e
Tanggal pengiriman L e e e e e
Negara/Area Asal**) L e e e e e
Negara/Area Tujuan**) L e e e e e
Bill of Loading/Airway Bill L e e e e e
Jumlah Kemasan/Kontainer*™) & ... ... e e e e e aeaea s

© ®No oA DN

10. Nomor Sertifikat Kesehatan 1Kan: ... e
11. Dokumen Lain P TR
12. Tanggal Kedatangan L e e e e e
setuju dibongkar untuk diturunkan dari atas alat angkut.

Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu. ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3\ >) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
q"*’/mmwm DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Nomor Seri

KI-D7 00000

%
Rang ™

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
DARI TEMPAT PEMASUKAN

Kepada Yth.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, serta
menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Transit**) media pembawa, Nomor .............ccccoiviiiiiinnnnnnn. , tanggal
.......................................... , bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa:

1. Jenis dan Jumlah:

N JENIS MEDIA PEMBAWA¥*) JUMLAH
© Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)

Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ...... [o | SR I | I ml
2.  Nama/Alamat Pengirim L e e e e e e e e
3. Nama/Alamat Penerima L e e et et e e e aaaas
4. ldentitas Alat Angkut L e e e e e e e e e
5. Tanggal Kedatangan L e e e e e e e e e
6. Negara/Area Asal**) L e e e e e e e e e
7. Bill of Loading/Airway Bill L e e e e e e e e aa e
8. Jumlah Kemasan/Kontainer**) L e e e e e e e e e
9. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) e e e e e e e
10. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ PRSPPI

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan™*) @ ... ... e e e e e e

11. Dokumen Lain L e et et e e e aeaas
setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan/kawasan pabean, pelabuhan laut/udara

|:| dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan.
Nama Pemilik INSTAIAST ... ettt e ettt e et e et ea e e e e e e e e eenneenaaeen
Alamat Instalasi PP PUPRTPPTRN

[ ] dilalulintasbebaskan di area tujuan.
Pengeluaran media pembawa tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan
yang berlaku.

Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.
Petugas Karantina

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

) Lampiran, apabila diperlukan. ttd.
**) Coret yang tidak perlu.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN VI1I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN
TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
a\ >) B BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
%mmwfy DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Nomor Seri

SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA 1KAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, dan dalam
rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media
pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

N JENIS MEDIA PEMBAWA¥*) JUMLAH
° Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)
Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg || ...... gr || ... | I ml
2. Nama dan alamat pemilik
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan
4. Tanggal masuk instalasi
5. Keterangan lain

diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikan guna pelaksanaan tindakan karantina ikan lebih lanjut.
Selama masa tindakan karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan dari instalasi

karantina ikan, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu. ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN
TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

%
’WMN

= }
AN,
%‘74 ” <
WheLauTANO®

Nomor Seri

SURAT KETERANGAN
MASUK TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KARANTINA IKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan
Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina lkan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah media pembawa:

N JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
° Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)
Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg ] ...... [o | SR 1 | I I I ml

2. Nama dan alamat pemilik S

3. Alamat Tempat PenimbUNGIN oo e et et e et et e et e et e e ea e e eaeaa e ea e e ean e eanenn e ennns
Sementara

4. Tanggal masuk Tempat N
Penimbunan Sementara

5. Keterangan lain L ettt ettt ettt eeaeeaeaeaeeaeeaeaeaae e eeaeeaeeeeeateeeeeaeea e e e s

diperintahkan untuk masuk Tempat Penimbunan Sementara guna pelaksanaan tindakan karantina ikan
lebih lanjut. Selama masa tindakan karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk
dipindahtempatkan dari Tempat Penimbunan Sementara, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan
jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

Petugas Karantina,
Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Catatan: REPUBLIK INDONESIA,
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
AN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
- DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Nomor Seri

KI-D10 00000

%
Ko

SURAT PENAHANAN SEMENTARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan
kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

N JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
0 Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
Total: | ...... ekor || ...... ptg [ ...... kg || ... (o S 1 I | I I ml
2. Nama dan alamat Penerima/ PeNgir i ) & it et e e e e e e e e e e e e e e
3. Tanggal kedatangan/KeberangKatan™ ) & ... .ot e et e et e e aaaa
4. Alat angkut L et et e e e ee e e e e e e e e e e e e e e
5. Negara/area asal/tujuan**) L et e e et e e e ee e e e ee e ea e e e e e aea e aaaan

Ternyata media pembawa/ hasil perikanan tersebut:
(Beri tanda cek (V§ pada pernyataan yang sesuai)

[] Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau dokumen lainnya.

[] Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya.

[ ] Merupakan jenis yang dilarang pemasukan atau pengeluarannya.

[ ] Diatur/dibatasi pemasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

maka terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina lkan/Tempat Penimbunan

Y=Y ] =T = e PN alamat

Petugas Karantina

Stempel,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
i\ >) ) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
o DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

N <
WheLauTANO®

Nomor Seri

KED11 00000

SURAT PENOLAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, dari hasil
pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

N JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
0 Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)
Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ...... [o | S 1 I | I ml
2. Nama dan alamat pemilik/penerima L e e e e et e e e e e e
3. Tanggal kedatangan/Zkeberangkatan™™*) & ...
4. Alat angkut L e e e e e e e e e e
5. Negara/Zarea asal/tujuan**) L e e e e e e e e e e

Ternyata:
(Beri tanda cek (V| pada pernyataan yang sesuai)

[ ] media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular HPIK golongan I, busuk, rusak,
dan/atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.

[] media pembawa setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan
dari HPIK golongan II.

|:| media pembawa tidak dimasukkan, dikeluarkan, dibawa, atau dikirim melalui tempat pemasukan dan
pengeluaran yang telah ditetapkan.

[ ] media pembawa tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina.

[] dokumen dinyatakan tidak benar dan/atau tidak sah.

[] setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang
ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

[ 1 media pembawa dilarang pengeluarannya.

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Petugas Karantina,

Stempel
Catatan: MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
*) Lampiran, apabila diperlukan. REPUBLIK INDONESIA

**) Coret yang tidak perlu.

_Salinan sesuai dengan aslinya
Ala Biro Hukum dan Organisasi, ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



LAMPIRAN XI1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3\ ?) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
q"’mmwf DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Nomor Seri

SERTIFIKAT PELEPASAN

%
Ko

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, dari hasil
pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

N JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
° Nama Latin NamaUmum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)
Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg || -..... (o] SO I A E 1 mi

2. Nama dan alamat pemiliK/Zpengirim . ..o e e e e
3. Nama dan alamat penerimaZtUjUaN & ....oiiiiieis e e e e e e e e e e e aeeae
4. Negara/area asal**) L e e e e e e e e
5. Tanggal pengiriman L e e e e e e e e
6. Tanggal pemasukan L e e e e e e e e
7. Alat angkut L e e e e e e e e
8. Persyaratan lain L e e e e e e e e
9. Tujuan pengiriman L ettt et e e e et ee e e e e e e e
10.Hasil pemeriksaan : I:I Klinis I:I Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan
karantina sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.
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LAMPIRAN XI1I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.32/MEN/2012
TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
;,) . BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
& DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

KiD13 00000

SURAT PEMUSNAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil
tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No _JENIS MEDIA PEMBAWAY) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/mi)**)
Total : | ...... ekor || ...... ptg ] ...... kg | ...... [o | S 1 I | I ml

2. Nama dan alamat pemiliK/Penerima © ......ccoiiiiiiiii e e e e

3. Tanggal kedatangan/Zkeberangatan™™): ..........ccooiiiiiiis e e

4. Alat angkut L e e e e e e e e

5. Negara/Zarea asal/tujuan**) L e e e e e e e e

Ternyata:

(Beri tanda cek ( ¥ pada pernyataan yang sesuai)

[ 1 media pembawa tertular/ditemukan HPIK Golongan I/busuk/rusak/dan/atau dilarang pemasukannya dan
sudah diturunkan dari alat angkut.

[ 1 media pembawa tidak dapat disembuhkan/disucihamakan dari HPIK Golongan II.

[] setelah dilakukan penolakan, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dikirim kembali ke negara
asal/area asal.

[ 1 media pembawa dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu yang ditentukan media pembawa tidak
diurus atau diketahui pemiliknya, busuk, atau rusak.

[ 1 media pembawa yang transit telah diperintahkan meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang
ditentukan, tidak meninggalkan wilayah transit.

[] media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular HPIK golongan I,
busuk, dan/atau rusak.

[ 1 media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat

disembuhkan dari HPIK golongan I1.



] media pembawa yang transit, tidak diurus atau diketahui pemiliknya.

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Petugas Karantina

Stempel

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN,

DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOK: ...

Pada hari ini,.................... tanggal.................... bulan..................... tahun............. , kami yang bertanda tangan
di bawah ini:
Nama L e e e ettt ee e ee oo e et eea e et eea e eateeea e ateteeaeaeeea e taeaen e aaanaaaans
Jabatan Y
Berdasarkan Surat Perintah Kepala UPT Badan, Nomor ......................... Jtanggal............... , telah dilaksanakan
pemusnahan terhadap media pembawa:
1. Jenis dan Jumlah:

N JENIS MEDIA PEMBAWAY) JUMLAH

0
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)
Total : | ...... ekor || ...... ptg || ...... kg | ...... [o | SR I | I I ml

3. Negara/area asal/tujuan**) L e e eea et ettt eeteee e

4. Tempat dan cara pemusnahan L e e eea et ettt eeteee e
Dengan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Nama pemilik/kuasanya L e et ea e e ee et eeeeee e et

Alamat pemilik/kuasanya L e et ee et ee et eeteee e

b. Nama Saksi |

Jabatan
Instansi

c. Nama Saksi Il

Jabatan
Instansi




Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Karantina,

Stempel

Mengetahui:

Pemilik/Kuasa, Saksil, Saksi I,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.




LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

% > 5
!‘% )?@5 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
e Nomor Seri

SURAT KETERANGAN TRANSIT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina lkan, dalam rangka mencegah masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi
ketentuan area/Negara*) tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH
Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

No

Total: | ...... ekor || ...... ptg || -..... kg || ... [o | S I | I ml

Nama/Alamat Pemilik E PPN
Nama/Alamat Penerima E PPN
Tanggal Transit L e e e e e e e e e e e e aaa e
Jenis dan Nama Alat Angkut L e e e e e e e e e e e e aaa e
Negara/Area Asal**) L e e e e e e e e e e e e aaa e
Negara/Area Transit**) L e e e e e e e e e e e e aaa e
Negara/Area Tujuan Akhir**) L e e e e e e e e e e e e aaa e
Bill of Loading/Airway Bill**) L e e e e e e e e e e e e aaa e
. Jumlah Kemasan/Kontainer**) L e e e e e e e e e e e e aaa e
. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) L e e e e e e e e e e e e aaa e
. Nomor Sertifikat Kesehatan lkan E PPN

©WoN G AWODN

e el
W N RO

. Dokumen Lain L e e e e e e e

. Telah/Belum dilakukan**) : Pemeriksaan Pemeriksaan I:I Pengawasan
Klinis Laboratoris

=
N

15. Hasil Pemeriksaan L e e e e e e e

Sehingga media pembawa tersebut dapat disetujui untuk diangkut lanjut/diangkut terus ke negara/area tujuan.

Setibanya ditempat tujuan Pemilik/kuasanya wajib melaporkan serta menyerahkan kepada Petugas Karantina lkan setempat
untuk keperluan tindakan karantina selanjutnya atau tindakan lainnya.

Petugas Karantina,
Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan. ttd.
**) Coret yang tidak perlu.

SHARIF C. SUTARDJO
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN
TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

%
Ko

&
", <4
KeLauTan©®

KI-D16

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri

SURAT KETERANGAN BENDA LAIN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan
Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002
tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan di
area/negara tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No

JENIS MEDIA PEMBAWA¥) JUMLAH

Nama Latin

Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/1/ml)**)

Total : | ---... ekor || ......

© 0N OR~BN

10. Jumlah Kemasan/Kontainer**)

Nama/Alamat Pengirim
Nama/Alamat Penerima
Identitas Alat Angkut

Tanggal Pengiriman/Pemasukan**)

Tanggal Pemeriksaan
Negara/AreaAsal**)
Negara/ Area Tujuan**)

Bill of LoadingZAirway Bill**)

11. Nomor/Keterangan Kemasan/KoNtainer*™) & ... ... oo e et e e et e e

12.

Dokumen Lain

dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan, atau
bebas dari dugaan hama dan penyakit ikan karantina.**)

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

_Salinan sesuai dengan aslinya
Ala Biro Hukum dan Organisasi,

Petugas Karantina

Stempel,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO
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KI-D17

LAMPIRAN XVII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.32/MEN/2012

TENTANG

JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Nomor Seri

Kepada Yth.

SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN KARANTINA IKAN
TERHADAP ALAT ANGKUT

Bersama ini diberitahukan bahwa terhadap alat angkut tersebut di bawah ini akan dilakukan tindakan

Karantina ..o e pada hari tanggal
..................................... =T =T o o Y= | o S
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

1. Jenis Alat Angkut:

2. Nama Alat Angkut:

3. No. Pelayaran/Penerbangan**):

4. Kode Panggilan:

5. Bendera/Kebangsaan:

6. Tipe: Penumpang/Kargo/Kombinasi **)

7. Waktu Kedatangan: Tanggal @ .coovveiviiiieeeee e Jam @

8. Berat Kotor:

9. Berat Bersih:

10. | Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah

Terakhir**):
11. | Pelabuhan/Bandara Tujuan/Singgah
Berikutnya**):

12. | Perkiraan Waktu Keberangkatan: Tanggal @ ..coovveiiiiiiieeee e Jam @
Il. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA IKAN
[ alat angkut diketahui atau diduga membawa HPIK.
[1 alat angkut transit di negara atau area yang sedang terjadi wabah.
[] alat angkut melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah.

1. PERHATIAN UNTUK AGEN

Sehubungan

dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara menghubungi Petugas Karantina lkan untuk

menerima penjelasan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina terhadap alat angkut

tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan:
**) Coret yang

Petugas Karantlna
Stempel

_ MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
tidak perlu. REPUBLIK INDONESIA,

_Sa Iman sesuai dengan aslinya

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO



